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Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disajikan untuk menyediakan
informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organ-
isasional. LKPD yang berkualitas membantu memenuhi kewajiban pemerintah
terbuka secara publik, serta membantu memenuhi kebutuhan pengguna dari
LKPD dalam mengambil keputusan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM,
penerapan SAKD, pemanfaatan TI, dan sistem pengendalian internal terhadap
kualitas laporan keuangan daerah baik pengaruh secara parsial maupun
secara simultan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dan bersifat kausali-
tas. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi/ keuangan
pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok. Teknik penentuan
sampel menggunakan metode sampling sensus, dimana semua populasi di-
jadikan sample yakni sebanyak 89 orang. Data yang digunakan dalam
penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda
dan uji hipotesis serta didahului dengan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kompetensi SDM,
penerapan SAKD, pemanfaatan TI, dan sistem pengendalian internal
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Secara parsial
kompetensi SDM, penerapan SAKD, pemanfaatan TI, dan sistem pengendalian
internal memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Berdasarkan pengujian kontribusi secara simultan oleh variabel-variabel bebas
(R2) sebesar 91,2%.

Berdasarkan hasil penelitian, maka untuk meningkatkan kualitas laporan keu-
angan yang baik yaitu disarankan instansi meningkatkan kompetensi sumber
daya manusianya, menerapkan/ mengimpelementasikan SAKD yang berlaku,
memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan tugas, serta menerap-
kan sistem pengendalian internal yang baik dalam menciptakan suasana kerja
yang baik, agar tugas yang dilaksanakan/ penyajian laporan keuangan akan
semakin baik/berkualitas.

Keywords : Sumber Daya Manusia; Sistem Akuntansi Keuangan Daerah;
Teknologi Informasi; Sistem Pengendalian Internal; Laporan Keuangan Daerah
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PENDAHULUAN

Tujuan laporan keuangan adalah untuk me-
nyediakan informasi yang bermanfaat untuk
mengevaluasi kinerja manajerial dan organ-
isasional. Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) yang berkualitas membantu
memenuhi kewajiban pemerintah terbuka
secara publik, selain dapat membantu me-
menuhi kebutuhan pengguna dari LKPD
tersebut terutama dalam mengambil kepu-
tusan di bidang ekonomi, sosial, dan politik.
Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintahan yang merupakan bagian dari
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Per-
aturan Pemerintah (PP) No.71 tahun 2010,
dijelaskan tujuan dari pelaporan keuangan
pemerintah sebagai berikut :

1. Menyediakan sumber, alokasi, dan
penggunaan sumber daya keuangan.

2. Menyediakan informasi mengenai
kecukupan penerimaan periode berjalan
untuk membiayai seluruh pengeluaran.

3. Menyediakan informasi mengenai sum-
ber daya ekonomi yang digunakan dalam
entitas pelaporan serta hasil-hasil yang
telah dicapai

4. Menyediakan informasi mengenai
bagaimana entitas pelaporan mendanai
seluruh kegiatannya dan mencukupi
kebutuhan kasnya

5. Menyediakan informasi mengenai posisi
keuangan dan kondisi entitas pelaporan
berkaitan dengan sumber-sumber pen-
erimaannya, baik jangka pendek mau-
pun jangka panjang, termasuk yang be-
rasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

6. Menyediakan informasi mengenai peru-
bahan posisi keuangan entitas pelaporan
apakah mengalami kenaikan atau
penurunan, sebagai akibat yang dil-
akukan selama periode pelaporan.

LKPD yang berkualitas adalah LKPD yang
dapat memenuhi tujuan-tujuan yang telah
disebutkan diatas, selain itu LKPD yang
berkualitas juga dapat menunjukkan bahwa
SKPD tersebut telah melaksanakan fungsi
eksekutif organisasi dengan baik. Selain itu,

Halaman| 202

M. Rifky Alamsyah, Sri Rahayu, Muhamad Muslih

dalam mewujudkan LKPD yang berkualitas
LKPD yang diterbitkan atau disusun oleh
SKPD harus memenuhi  karakteristik-
karakteristik kualitatif laporan keuangan
sebagaimana dijelaskan dalam PP No.1
tahun 2010, karakteristik ini merupakan
prasyarat normatif yang diperlukan agar
LKPD dapat memenuhi kualitas yang
dikehendaki, karakteristik-karakteristik ter-
sebut ialah relevan, andal ,dapat dibanding-
kan ,dan dapat dipahami.

Berikut adalah faktor yang diindikasikan
dapat mempengaruhi dari kualitas LKPD
diantaranya yaitu Kompetensi Sumber Daya
Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keu-
angan Daerah (SAKD), Pemanfaatan
Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendali-
an Internal. Selanjutnya, penelitian ini meru-
pakan penelitian kuantitatif yang dilakukan
untuk mengetahui pengaruh Kompetensi
Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pem-
anfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem
Pengendalian Internal secara parsial dan
simultan terhadap MKualitas Laporan Keu-
angan Daerah dengan menggunakan alat
bantu Kkuesioner. Populasi penelitian
sebanyak 22 Satuan Kerja Perangkat Dae-
rah (SKPD) berupa Dinas, Badan, dan Kan-
tor di Kota Depok dengan jumlah sampel 89
responden yang terdiri dari kepala sub bagi-
an keuangan beserta seluruh staf/
pegawainya. Pengambilan sampel dilakukan
menggunakan teknik Census Sampling. Se-
lanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kompetensi sumber
daya manusia, penerapan SAKD, pem-
anfaatan teknologi, penerapan sistem
pengendalian internal, dan kualitas
LKPD di SKPD Kota Depok

2. Untuk mengetahui pengaruh secara
parsial kompetensi sumber daya manu-
sia, penerapan SAKD, pemanfaatan
teknologi informasi, dan sistem pengen-
dalian internal terhadap kualitas LKPD
di SKPD Kota Depok?

a. Untuk mengetahui pengaruh kompe-
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tensi sumber daya manusia terhadap
LKPD di SKPD Kota Depok

b. Untuk mengetahui pengaruh penera-
pan SAKD terhadap kualitas LKPD di
SKPD Kota Depok.

c. Untuk mengetahui pengaruh pem-
anfaatan teknologi informasi ter-
hadap kualitas LKPD di SKPD Kota
Depok.

d. Untuk mengetahui pengaruh penera-
pan sistem pengendalian internal
terhadap kualitas LKPD di SKPD Ko-
ta Depok.

3. Untuk mengetahui pengaruh secara
simultan kompetensi sumber daya
manusia, penerapan SAKD, pemanfaa-
tan teknologi informasi, dan sistem
pengendalian internal, terhadap kuali-
tas LKPD di SKPD Kota Depok.

DASAR TEORI DAN METODOLOGI

1. Dasar Teori

Menurut Winidiyaningrum (2010), Kinerja
sumber daya manusia kemampuan
seseorang atau individu, suatu organisasi
atau suatu sistem untuk melaksanakan
fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk
mencapai tujuannya secara efektif dan
efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai
kemampuan untuk mencapai Kinerja, untuk
menghasilkan keluaran-keluaran (output)
dan hasil-hasil (outcomes)

Menurut penelitian, Karmila,dkk (2014),
Yeny (2016),dan Winidiyaninrum (2010)
menyatakan bahwa untuk menilai kapasitas
dan kualitas sumber daya manusia dalam
melaksanakan suatu fungsi, termasuk
akuntansi, dapat dilihat dari : level of re-
sponsibility dan Kompetensi SDM.

Akuntansi keuangan daerah adalah aktivitas
jasa yang terdiri dari pencatatan, pengklas-
ifikasian dan pelaporan transaksi ekonomi
(keuangan) dari entitas PEMDA
(kabupaten,kota, atau provinsi) yang dijadi-
kan sebagai informasi dalam rangka
pengambilan keputusan ekonomi yang dibu-
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tuhkan oleh pihak-pihak eksternal PEMDA.
Pihak-pihak eksternal terdiri dari Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), BPK,
investor, kreditur dan donatur, analisis
ekonomi dan pemerhati pemda, rakyat,
pemda lain dan pemerintah pusat, yang

seluruhnya berada dalam lingkungan
akuntansi keuangan daerah.(Sujarweni,
2015:158).

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Sistem
Akuntansi Pemerintahan (SAP)  baik
pemerintah pusat maupun PEMDA, sudah
harus menggunakan basis akrual. Basis
akrual adalah basis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa
lainnya pada saat transaksi dan peristiwa
itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas
atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam, penelitian terdahulu lhsanti (2014),
dan Herawati (2014) mengukur penerapan
SAKD dengan indikator PP No.71 Tahun
2010 dengan melihat apakah PP tersebut
apakah sudah diterapkan dalam instansi
atau tidak. Dengan demikian maka, penera-
pan SAKD dapat disimpulkan, dan dilihat
dari:

1. Penerapan sistem akuntansi sudah
mengacu pada PP No.71 Tahun 2010

2. Proses akuntansi di SKPD sesuai
dengan prosedur akuntansi keuangan
daerah. (Sujarweni, 2015: 158-160)

Teknologi informasi adalah teknologi yang
fungsinya digunakan untuk mengolah data,
termasuk memproses, mendapatkan me-
nyusun, menyimpan untuk menghasilkan
informasi yang berkualitas di mana kualitas
tersebut digunakan untuk kepentingan
pribadi, bisnis, dan pemerintahan
(Sutabri ,2014:3).

Teknologi informasi selain sebagai teknologi
komputer (hardware dan software) untuk
pemrosesan dan penyimpanan informasi,

203

Halaman



Majalah limiah UNIKOM

juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi
untuk penyebaran informasi. (Haza:2015).
Sehingga, teknologi informasi dapat mem-
bantu para penyusun laporan keuangan
dalam menyusun laporan keuangan yang
baik serta mengumpulkan dokumen-
dokumen untuk membuat laporan keu-
angan tersebut. Menurut Sutabri (2014:4),
terdapat tiga komponen utama teknologi
informasi, yaitu: Perangkat Keras
(Hardware), Perangkat Lunak (Software),
dan Orang (Brainware).

Pengendalian internal adalah suatu proses,
dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen
dan personel lain, yang dirancang untuk
memberikan keyakinan memadai untuk
mencapai tujuan dalam kategori yang dian-
taranya : Efektivitas dan efisiensi operasion-
al, keandalan dalam pelaporan keuangan,
dan kepatuhan dengan hukum yang berlaku
dan peraturan (Karmila,dkk : 2014).

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
mendefinisikan pengendalian intern sebagai
proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus mene-
rus oleh pimpinan dan seluruh pegawai un-
tuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundangundangan.

Unsur Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah diadaptasi dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terma-
suk:

1. Lingkungan pengendalian, pimpinan

lembaga pemerintah dan semua
karyawan harus membuat serta
memelihara lingkungan organisasi
untuk memimpin keseluruhan

organisasi demi perilaku positif dan
dukungan untuk kontrol internal, serta
manajemen yang baik.
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2. Penilaian Risiko, pengendalian internal
yaitu harus memberikan penilaian
risiko yang dihadapi unit organisasi baik
dari luar dan dari dalam, terdiri dari
kegiatan berikut:

a. ldentifikasi risiko

b. Analisis risiko

c. Kegiatan pengendalian, yang
membantu memastikan  bahwa
kegiatan  yang  dipimpin dan
dilaksanakan instansi pemerintah
telah diimplementasikan, kegiatan
pengendalian harus efisien dan
efektif dalam mencapai tujuan
organisasi.

Laporan keuangan merupakan bentuk per-
tanggungjawaban atas kepengurusan sum-
ber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu
entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan
harus disusun berdasarkan standar
akuntansi yang berlaku agar laporan keu-
angan tersebut dapat dibandingkan dengan
laporan keuangan periode sebelumnya atau
dibandingkan dengan laporan keuangan
entitas lain (lhsanti,2014). Selanjutnya,
menurut PP No. 71 tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keu-
angan merupakan laporan terstruktur
mengenai laporan posisi keuangan dan
transaksi-transaksi yang dilakukan oleh sua-
tu entitas pelaporan. Menurut Peraturan
Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 Ten-
tang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan
keuangan merupakan laporan terstruktur
mengenai laporan posisi keuangan dan
transaksi-transaksi yang dilakukan oleh enti-
tas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah
No 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keu-
angan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
menyatakan bahwa Laporan Keuangan ada-
lah bentuk pertanggungjawaban pengel-
olaan keuangan Negara dan Daerah selama

suatu periode.

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan
baik adalah apabila informasi yang disajikan
dalam laporan keuangan tersebut dapat
dipahami, dan memenuhi kebutuhan
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pemakainya dalam pengambilan keputusan,
bebas dari pengertian yang menyesatkan,
kesalahan material serta dapat diandalkan,
sehingga laporan keuangan tersebut dapat
dibandingkan dengan periodeperiode sebe-
lumnya. Namun demikian, perlu disadari
bahwa laporan keuangan tidak menye-
diakan semua informasi yang mungkin dibu-
tuhkan pengguna dalam pengambilan kepu-
tusan ekonomi. Secara umum, laporan keu-
angan menggambarkan pengaruh dari ke-
jadian masa lalu, dan tidak diwajibkan un-
tuk menyediakan informasi non keuangan.
(Haza, 2015).

2. Metodologi

Populasi dalam penelitian ini adalah 22
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
berupa Dinas dan Badan di Satuan Kinerja
Perangkat Daerah Kota Depok yang dil-
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Teknik sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah census sampling
dengan total sampel 89 responden yang
terdiri atas atas kepala sub bagian keu-
angan berupa seluruh staf atau pegawainya.
Teknik analisis yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan analisis statistik

deskriptif dan regresi linier berganda.

PEMBAHASAN

Sebelum melakukan analisis statistik
deskriptif, langkah pertama yang harus dil-
akukan adalah melakukan uji validitas dan
reliabilitas atas seluruh pernyataan yang
ada di dalam kuesioner untuk mengetahui
apakah pernyataan yang digunakan telah
valid dan reliabel untuk diuji. Setelah itu,
barulah dilakukan analisis statistik
deskriptif yang hasilnya terdapat pada Tabel
1.

akukan melalui penyebaran kuesioner.
Tabel 1. Statistik deskriptif
Rata-rata
Variabel SS S R TS STS

Kompetensi SDM

15 48 13 12

Penerapan SAKD

14 59 10 5

Pemanfaatan Tl

11 44 22 10

Sistem Pengembalian Internal

12 63 11

Kualitas Laporan Keuangan Daerah

O]l O N P N

16 63 8

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa
variabel Kompetensi SDM, Penerapan
SAKD, Pemanfaatan TI, Sistem Pengendali-
an Internal, dan Kualitas LKPD rata-rata
mayoritas responden memilih setuju, artinya
setiap pernyataan yang ada dalam kuesion-
er sesuai dengan yang terjadi di lapangan.
Hal ini mengindikasikan bahwa Kompetensi
SDM, Penerapan SAKD, Pemanfaatan TI,

Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas
LKPD yang sebenarnya dimiliki oleh
Pemerintah Kota Depok telah berada dalam
kategori tinggi atau baik.

Berdasarkan uji asumsi klasik yakni
normalitas kelima variabel tersebut telah
berdistribusi normal yakni sebesar 0,067
dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05,
berdasarkan uji multikolonieritas
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menunjukan  kelima variabel tersebut
memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF <
10 artinya tidah terjadi multikolonieritas
antar variabel, berdasarkan uji
heteroskedostisitas pola yang dihasilkan
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menyebar baik di bawah angka O maupun
sumbu Y ini menunjukan tidak terjadinya
heteroskedostisitas. Selanjutnya dilakukan
analisis regresi linear berganda seperti tabel
berikut :

Tabel 2. Hasil Analisis Linier Berganda

Variabel Koefisien Regresi

B Std Eror
Konstansta -,566 ,136
Kompetensi SDM ,235 ,76
Penerapan SAKD 376 0,000
Pemanfaatan Ti 322 0,011
Sistem Pengendalian Internal ,244 0,072

1. Kompetensi SDM, Penerapan SAKD,
Pemanfaatan T, dan Sistem
Pengendalian Internal terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara simul-
tan seperti yang ditunjukkan pada tabel
4.26 diperoleh nilai signifikansi yaitu 0,000
< 0,05 sehingga H, ditolak yang berarti
secara simultan variabel kompetensi SDM,
penerapan SAKD, pemanfaatan Tl, dan sis-
tem pengendalian internal berpengaruh
signifikan kualitas laporan keuangan daerah
yang artinya semakin tinggi kompetensi
SDM, penerapan SAKD, pemanfaatan TI,
dan sistem pengendalian internal maka
kualitas laporan keuangan daerah akan
semakin baik.

Hasil penelitian ini ditunjang juga dengan
penjelasan dari hasil pengujian statistik
deskriptif mengenai tanggap responden
terkait variabel kompetensi SDM dimana

skor rata-rata persentase variabel
kompetensi SDM sebesar 73,8%, dapat
diartikan bahwa kompentensi pegawai

keuangan Satuan Kinerja Perangkat Daerah
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Kota Depok sudah berada pada kategori
yang tinggi atau SDM dalam bagian
keuangan Satuan Kinerja Perangkat Daerah
Kota Depok sudah memahami tanggung
jawab serta memiliki kompetensi yang
memadai untuk menyusun laporan
keuangan serta menyelesaikan tugas.

Selanjutnya, untuk skor rata-rata mengenai
tanggapan responden tentang penerapan
SAKD sebesar 78,4%, yang dapat diartikan
bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
(SAKD) Satuan Kinerja Perangkat Daerah
Kota Depok sudah berada pada kategori
yang tinggi atau Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah (SAKD) yang berlaku di
Pemerintah Daerah di Indonesia sudah
sepenuhnya terimplementasi dalam
membantu menyajikan laporan keuangan
yang berkualitas pada Satuan Kinerja
Perangkat Daerah Kota Depok. Untuk skor
rata-rata mengenai tanggapan responden
tentang pemanfaatan Tl 71,5%, yang berarti
teknologi informasi yang digunakan pada
Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota
Depok berada dalam kategori yang tinggi
atau teknologi informasi sudah sepenuhnya
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dimanfaatkan dengan baik oleh Satuan
Kinerja Perangkat Daerah Kota Depok
dalam menunjang untuk menyajikan laporan
keuangan, serta menyelesaikan tugas.
Untuk skor rata-rata mengenai tanggapan
responden tentang sistem pengendalian
internal sebesar 78,9% dan termasuk dalam
kategori tinggi, yang berarti sistem
pengendalian internal pada Satuan Kinerja
Perangkat Daerah Kota Depok sudah
terimplementasi dengan baik  guna
menciptakan lingkungan kerja yang sehat,
dalam rangka menyusun laporan keuangan,
serta menyelesaikan tugas. Sedangkan skor
rata-rata persentase mengenai tanggapan
responden tentang kualitas laporan
keuangan daerah pada Satuan Kinerja
Perangkat Daerah Kota Depok sebesar
81,2%, yang berarti tingkat laporan
keuangan yang disajikan pada Satuan
Kinerja Perangkat Daerah Kota Depok
sudah disajikan dengan baik dan sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

Kompetensi SDM, penerapan SAKD, pem-
anfaatan TI, dan sistem sengendalian inter-
nal berpengaruh sebesar 91,2% terhadap
kualitas laporan keuangan daerah. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
telah dilakukan oleh Andini dkk (2015) yang
menyatakan dalam penelitiannya bahwa
adanya pengaruh dari Kompetensi SDM dan
Penerapan SAKD terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Daerah. Lalu, Penelitian ini juga
sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Haza (2015) yang menyatakan bahwa
Teknologi Informasi berpengaruh terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
Selanjutnya, hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian yang telah dilakukan oleh
Zahara dkk (2015) yang menyatakan bahwa
Sistem Pengendalian Internal berpengaruh
terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Daerah.
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2. Kompetensi SDM terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial
seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.27 Uji
t diperoleh nilai signifikansi yaitu 0,03 <
0,05 sehingga H, ditolak yang berarti secara
parsial variabel kompetensi SDM ber-
pengaruh signifikan dengan arah yang posi-
tif terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Daerah, artinya semakin tinggi tingkat kom-
petensi SDM, maka Kualitas Laporan Keu-
angan Daerah akan semakin baik.

Pengaruh kompetensi SDM terhadap kuali-
tas laporan keuangan daerah didukung
dengan penjelasan dari hasil pengujian
statistik deskriptif mengenai tanggapan re-
sponden terkait kompetensi SDM sebesar
73,8% vyang berarti Kompetensi SDM
pegawai bagian keuangan pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok
sudah tinggi. Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian yang telah dilakukan oleh
Andini dkk (2015), Yusrawati dkk (2015),
dan Hertati (2015) yang menyatakan bahwa
Kompetensi SDM  berpengaruh  positif
terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

3. Penerapan SAKD terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial
seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.27 Uji
t diperoleh nilai signifikansi yaitu 0,000072
< 0,05 sehingga H, ditolak yang berarti
secara parsial variabel penerapan SAKD
berpengaruh signifikan dengan arah yang
positif terhadap kualitas laporan keuangan
daerah, artinya semakin tinggi tingkat Pen-
erapan SAKD, maka Kualitas Laporan Keu-
angan Daerah akan semakin baik.
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Pengaruh penerapan SAKD terhadap kuali-
tas laporan keuangan daerah didukung
dengan analisis deskriptif tanggapan
responden yang mendapat skor rata-rata
dengan katerogi tinggi sebesar 78,4%. Hal
tersebut  ditunjang dengan  tingginya
tanggapan responden terhadap indikator
penerapan sistem akuntansi keuangan
sudah mengacu pada PP No. 71 Tahun
2010 pada Satuan Kinerja Perangkat
Daerah Kota Depok sebesar 75,7%, yang
dapat diartikan bahwa Satuan Kinerja
Perangkat Daerah Kota Depok setuju, serta
sudah menerapkan PP No.71 Tahun 2010
yang sudah berlaku untuk Pemerintah
Daerah (Pemda) dalam menyusun laporan
keuangannya, yang hal tersebut dapat
membantu menyajikan laporan keuangan
yang berkualitas.Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian yang telah dilakukan oleh
Andini dkk (2015), dan Herawati dkk
(2014). yang menyatakan bahwa Penerapan
SAKD berpengaruh positif terhadap Kualitas
Laporan Keuangan.

4. Pemanfaatan Tl terhadap Kualitas LKPD

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial
seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.27 Uji
t diperoleh nilai signifikansi yaitu 0,001 <
0,05 sehingga Ho ditolak yang berarti secara
parsial variabel pemanfaatan TI ber-
pengaruh signifikan dengan arah yang posi-
tif terhadap kualitas laporan keuangan dae-
rah, artinya semakin tinggi Teknologi Infor-
masi dimanfaatkan, maka kualitas laporan
keuangan daerah akan semakin baik.

Pengaruh pemanfaatan Tl terhadap kualitas
laporan keuangan daerah didukung dengan
analisis deskriptif tanggapan responden
yang mendapat skor rata-rata dengan
katerogi tinggi sebesar 71,5%. Hal tersebut
didukung dengan tingginya tanggapan
responden terhadap indikator perangkat
keras (hardware) yang dibuktikan dengan
jawaban responden sebesar 73,2%, maka
dapat disimpulkan bahwa Satuan Kinerja
Perangkat Daerah Kota Depok setuju, serta
sudah memanfaatkan, memelihara
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perangkat keras (Hardware) , serta
perangkat keras (Hardware) yang tersedia
sudah sesuai dengan spesifikasi dalam
menyusun laporan keuangan/
menyelesaikan tugaspimpinan. Pegawai
bagian keuangan juga tetap akan
menjalankan tugas-tugasnya, baik ada
campur tangan yang besar oleh pimpinan
maupun tidak ada.Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian yang telah
dilakukan oleh Haza (2015), Hertati (2015),
dan Karmila (2014). yang menyatakan
bahwa Teknologi Informasi berpengaruh
positif terhadap Kualitas Laporan
Keuangan.

5. Sistem Pengendalian Internal terhadap
Kualitas LKPD

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial
seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.27 Uji
t diperoleh nilai signifikansi yaitu 0,010 <
0,05 sehingga Ho ditolak yang berarti secara
parsial variabel Sistem Pengendalian Inter-
nal berpengaruh signifikan dengan arah
yang positif terhadap Kualitas Laporan Keu-
angan Daerah, artinya apabila sistem pen-
gendalian internal dalam instansi diterap-
kan dengan baik, maka Kualitas Laporan
Keuangan Daerah akan semakin baik.

Pengaruh sistem pengendalian internal ter-
hadap kualitas laporan keuangan daerah
didukung dengan analisis  deskriptif
tanggapan responden yang mendapat skor
rata-rata dengan katerogi tinggi sebesar
78,9%. Hal ini didukung dengan tingginya
tanggapan responden terhadap indikator
lingkungan pengendalian sebesar 80,3%,
yang dapat diartikan bahwa Satuan Kinerja
Perangkat Daerah Kota Depok menerapkan,
serta setuju bahwa lingkungan
pengendalian internal yang terdapat dalam
instansi dengan mempunyai  struktur,
peraturan, dan kegiatan evaluasi yang
dilakukan untuk menciptakan lingkungan
kerja yang sehat dengan tujuan mendukung
kinerja dari masing-masing pegawai dalam
menyusun laporan keuangan/
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menyelesaikan tugas. Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian yang telah
dilakukan oleh Zahara (2015), dan Indriasih

dkk (2014). yang menyatakan bahwa
Sistem Pengendalian Internal berpengaruh
positif terhadap Kualitas Laporan
Keuangan.
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif varia-
bel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pen-
erapan SAKD, Pemanfaatan Teknologi Infor-
masi, Sistem Pengendalian Internal, dan
Kualitas Laporan Keuangan Daerah rata-
rata mayoritas responden memilih setuju ,
Hal ini mengindikasikan bahwa keempat
variabel tersebut berada dalam kategori
tinggi atau baik.

Berdasarkan hasil uji simultan Kompetensi
Sumber Daya Manusia, Penerapan SAKD,
Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sis-
tem Pengendalian Internal berpengaruh
terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dae-
rah, selanjutnya secara parsial Kompetensi
Sumber Daya Manusia, Penerapan SAKD,
Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sis-
tem Pengendalian Internal berpengaruh
positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Daerah.
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